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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2019, Gubernur
menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran  Pertanggungjwaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007



Menetapkan
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Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun
2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 terdiri atas :

1.

2.

Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.311.704.305.173,32
b. Dana Perimbangan Rp. 2.573.155.268.205,00
c. Lain-lain Pendapatan Rp. 54.591.431.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 3.939.451.004.378,32
Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 871.016.049.356,40
2) Belanja Hibah Rp. 376.030.275.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.619.120.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Rp. 500.921.438.771,00
Belanja Bantuan Keuangan
Prov/Kabupaten /Kota
5) Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00
6) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 1.683.762.093,00
Rp. 1.751.270.645.220,40
b. Belanja Langsung

1)
2)
3)

Belanja Pegawai Rp. 127.134.600.087,00
Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.142.425.276.118,33
Belanja Modal Rp. 633.107.634.788,34

Rp. 1.902.667.510.993,67
Jumlah Belanja Rp. 3.653.938.156.214,07



Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 119.853.403.898,32
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 119.853.403.898,32

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 405.366.252.062,57

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
disebutkan dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
disebutkan dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Oktober 2020

Pjs. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

BAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Oktober 2020
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